GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU
NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN
LEMBAGA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
YUBERNUR BENGKULU,

Menimbang :a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat
Provinsi Kabupaten/Kota juncto Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional
Pengawas Penyelengaraan Pemerintah di Daerah, dan
dengan terbentuknya jabatan fungsional pengawas
penyelenggara pemerintahan di Provinsi Bengkulu, maka
perlu untuk merubah Susunan Organisasi Inspektorat
Provinsi Bengkulu sebagaimana telah ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2008
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008,

Nomor 8);



Mengingat

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah Provinsi
Bengkulu tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi
Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;

: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967  tentang

Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4844);



. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
. Negara Republik Iﬁdonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia
Nomor 5234);

. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang
berlakunya Undang-undang Nomor 9 tahun 1967 dan
Pelaksanaan Pemerintah di Provinsi Bengkulu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34,
Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia
Nomor 2854);

. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan
Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang
Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural (Lembaran
Negara Republik Indoneéia Tahun 2002 Nomor 33,
Tambahan  Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 4194);

. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat

Daerah;



9.

10.

41§ 15

12.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja

Inspektorat Provinsi dan Kab/kota;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan
Fungsional Pengawas Penyelengaraan Pemerintahan di

Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembetukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008
Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Bengkulu Tahun 2011 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU

Menetapkan

dan
GUBERNUR BENGKULU
MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 8

TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH.



Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu
Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu

Tahun 2011 Nomor 6) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 6
(1) Susunan Organisasi Inspektorat Provinsi, terdiri dari:
a. Inspektur .
b. Sekretariat, terdiri dari :
1) Kasubbag Perencanaan;
2) Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan;
3) Kasubbag Kepegawaian dan Umum;
c. Inspektur Pembantn Ridang Pemerintahan;
d. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan
Pembangunan;
e. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Masyarakat;

f. Inspektur Pembantu Ridang Administrasi;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Provinsi Bengkulu
sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah
ini merupakan bagian vang tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini.



(3) Uraian Tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Bengkulu lebih lanjut
diatur dengan Peraturan Gubernur

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
ada tanggal .‘2)7— ? 22019
1t. GUBERNUR BENGKULU
WAKIL GYBERNUR, 4

4
&1, H.JUNAIDI HAMSYAH
Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 4 -3 ~ 2012
SEKRETARIS DAERAH
Q“ PROVINSI BENGKULU,

~

¢

Drs.H. AS I A LAMAT M.Si
Pe}nflﬁna Utama Madya
Nip.19530812 197803 1 006

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2012 NOMOR : 3.



Lampiran  : Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu
Nomor 23 Tahes 5440y
Tanggal : 2y- ') - Dk

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
INSPEKTORAT PROVINSI BENGKULU

INSPEKTUR
ELOMPOK JABATAN SEKRETARIAT
FUNGSIONAL
KASUBBAG KASUBBAG KASUBBAG
PERENCANAAN| | EVALUASI DAN | | KEPEGAWAIAN
PELAPORAN DAN UMUM
INSPEKTUR INSPEKTUR INSPEKTUR INSPEKTUR
ISANTU BIDANG PEMBANTU BIDANG PEMBANTU BIDANG PEMBANTU BIDANG
SMERINTAHAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN MASYARAW

/Km. GUBERNUR BENGKULU
WAKIL GUBERNUR,

I/

.,

(u H. JUNAIDI HAMSYAH



Lampiran : Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu
Nomor 2 3 Tahes p04)
Tanggal : 2y- ') S

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
INSPEKTORAT PROVINSI BENGKULU

INSPEKTUR
ELOMPOK JABATAN _ SEKRETARIAT
FUNGSIONAL
KASUBBAG KASUBBAG KASUBBAG
PERENCANAAN EVALUASI DAN | | KEPEGAWAIAN
PELAPORAN DAN UMUM
!

INSPEKTUR INSPEKTUR INSPEKTUR INSPEKTUR
IEANTU BIDANG PEMBANTU BIDANG PEMBANTU BIDANG PEMBANTU BIDANG
ZMERINTAHAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN ADMINISTRASI

PEMBANGUNAN _MASYARAK%}"T

/Z{F’It. GUBERNUR BENGKULU
WAKIL GUBERNUR,

%,

{ H.JUNADI HAMSYAH









